
 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 59 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 
Menimbang  :    a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong 
Hewan, tarif retribusi rumah potong hewan 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; 

b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian masyarakat, guna 
meningkatkan mutu Rumah Potong Hewan dan 
memaksimalkan potensi sumber daya, serta 
dengan adanya pengembangan Rumah Potong 
Hewan maka perlu mengubah tarif retribusi  
Rumah Potong Hewan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 

9. Peraturan... 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan 02 Tahun 2002 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 
Nomor 01 Seri C); 

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 07); 

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14Tahun 
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 24); 

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); 

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 
Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2013 Nomor 01); 

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

 

15. Peraturan... 
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15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil 
Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan 

(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 
40); 

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2018 Nomor 3); 

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72Tahun 
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 72); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. 

 
 

BAB I 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 1 
 

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan perubahan 
tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 
 

 
 
 

Pasal 2... 
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Pasal 2 
 

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan per 
undang-undangan untuk menjamin keberlangsungan 
pembiayaan penyediaan rumah potong hewan dengan 
memperhatikan: 

a. indeks harga dan perkembangan perekonomian; 
dan 

b. peningkatan mutu rumah potong hewan. 
 
 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
Pada tanggal  17 Desember 2018 
 

WAKIL WALIKOTA PASURUAN, 
 
 

Ttd, 
 

RAHARTO TENO PRASETYO 

 
 

 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 17 Desember 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 59 
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 59 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
RUMAH POTONG HEWAN 

 
 

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 
 

JENIS JASA/PELAYANAN  
PERIZINAN RUMAH POTONG HEWAN 

JENIS 
TERNAK 

TARIF RETRIBUSI 

Penggunaan Kandang Peristirahatan, 
Tempat Pemotongan, Pemeriksaan 
Kesehatan Hewan, Hygiene, dan Mutu 
Daging 

Sapi Rp25.000,00/ekor 

 
 

WAKIL WALIKOTA PASURUAN, 
 
 

Ttd, 
 

RAHARTO TENO PRASETYO 
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